GUBERNUR LAMPUNG

SURAT REPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

WOMOR : G/023A/B.06/HK/2001.

TENTANW G

PENGGANTIAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI SEKRETARIAT
DAERAH PROPINSI LAMPUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001.

GUBEENUR LAMPUNG

Membsaca P o Bnyat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat
Daerah Propinsi Lampung No. 945/071/13/2001 tanggal
L9 Januaci 2001, perihal Usalan Penggantian Atasan Lang-
sung Bendaharawan Gaji Tahun Anggaran 2001,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran gpelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Da=srah pada Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2001 maka dipandang perlu menunjuk Atasan
Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Daerah
yang pertanggungz jawab baitk dari sezi fisik. keuangan
mauptun efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan
kegiatan Jdimaksud sesuvwai dengan Daftar Isian Kegiatan
(DTK) vang bersangkutan.

hahwa pejabat/pegawai Negeri Sipil wang nama,pangkat
dan jabatannva tercantum dalam lampiran Surat Keputus
an ini dipandang cakap dan mampw serta memenuhi syarat
gntuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung BRBendsharawan
dan Bendaharawan Gaji Dacerah.

o

¢. bahwa unituk penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan
dan Bendaharawan Guji Daerah sebagaimana dimaksud pada
butir a dan b tersebut diatas maka perlu di tetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tabun 1964 Tantang Fembentukan
Dasrabh Tingkst 1| Lampung;

2. Undang-undang Nomor * 22 Tahun 1999 tentang pemerintah
an Daerah;

fad

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbang
an EKEeungan Pusat dan Daerdahs

4. Keppres No., 16 Tahun 1999 tentang persiapan perubahan
Tahun Anggaran dari tahun Fiskal menjadi Tahun
Takwin:

L

Paratuvan Pemerintah BRI Neo. 23 Tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah Propinsi sebazai Daerah Otonom:



Menetapkan
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Paraturan Pemo. .- Selsr EU fghun 2000 tentang
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P acatn kel + car gt 2 et i womor 103 Tahun 2000 tentanz
Joenseluldas dan Pertanggung Jawaban Xeuvangan Daerah;

Loaturan Pemerintah BRI Nomor 196 Tahun 2000 tentang
Penzelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dezonsentrasi dan tugas Pembantuan;

9., Peraturan Mendagii Nomor 3 Tahun 9580 tentang
Petunjouk/pedoman Tata Administrasi Bendaharawan
Daarah;

10. Keputusan Mendagri RI  Nomor 9Q00-09% Tahun 1980

tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

11, Perda Nemor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat dan Sekretariat DPRD Propinsi
Lampung ,

12, Perdes Nomor 16 Tahunm 2000 tentang Pembentukan Organi-

sa5i dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Dasrah Propinsi
Lampung;

Perda ¥omor 17 Tahun 2000 tentansg Pembentukan Organi-
sasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung

14. Pexrda Propinsit No.... Tahun 2001 tentang Penetapan
APBD Lampung Tahun Anggaran 2001

15, Surat XKeputusan Gubernur Lampung No.G/021/B.06&/HK/2001
tentang Penunjuekan Atasan Langsung Bendaharawan dan
Bendaharawan Gaji Daerah APBRD TA. 2001.

MEMUDTUS K AN

Mencabut dan dinvataKkan tidak berlaku lagi Surat Kepu-
tugan Gubernur Lampung Nomor G/021/B.06/HK/200! Lentang
Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan Gaji Daerah Tahun
Angearan 2001.

Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri
Sipil wang nama, Pangkat dan jabatannyva Lercantum dalam
lajur 4 Lampiran Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomos:
G/021/B.06/HK/200!. +tentang Penunjukan Atasan Langsung
Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Daerah Ta. 2001.

Manun juk Pejabat/Pegawai Negeri 5ipil vang nama, pangkat
dan jabatannya tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran
Sural! Keputusan ini sebagal Atasan Langsung Bendaharawan
dan Bendaharawan Gaji Daerah Tahun Anggaran 2001.
Tugas, kewajiban dan wewenang :
[, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GaAJI
1. Bertanggung jawab terhadap segi fisik, keuangan
maupun efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan yvang tercantum dalam DIKDA bersangkutan;

2. Mengadakan ......c...



Kelima :
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Mengadakan Laporan Keadaan Kas Gaji { LKEKG )
selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan
setelah penutapan buku kKas wang baru lalu;

Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan
bawahannya secara priodik, sekurang-kurangnya
sekali dalam 3 ( tiga )} bulan dengan membuat
Berita Acara Pemeriksaan Kas;

Harus menel i el kebenaran dan sahnya suatu
tagihan sebelum memzrintahkan Bendaharawan untuk
melakekan pembayvaran ateu mengajukan Surat Per-
mintaan Pembayaran Gaji ( SPPG ) bersangkutan
kepada Biro/Bagian Keuvanzan. Berdasarkan Surat
Keputusan Otorisasi { 8KO) yang diterimanya;

I1. BENDAHARAWAY GAJI

&

Wajibh menvelengzsarakan tata pembukuan secara
tertib dan teratur sesuail dengan Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomer 1 Tabhun 1930 tentang Petunjuk
Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

2. Bertanggung Jawab atas isi dan keselamatan Kas;

3. Membuat dan menyampaikan Surat Pertanggung
Jawapan Angzaran Gaji [ SPJG ) selambat-lambatnva
pada tanggal 10 tiap bulan tentang pengurusan Uang
Urtuk Dipertangsungjawabkan { UUDP } bulan yang
aru lalu kepada Kepala Daerah;

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tangesl sarah

terima dengan kKetentuan apabila dikerudian hari terdapat
kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagal mana mestinya.

Ditetapkan i : Telukbetung,

Pada tangeal : 05 Pebruari 2001,
GUBEERNUR/ LAMPUNG .
dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan d1 berikan kepada Yth:

t. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
Keuangan RI di Jakarta.

Manteri

Lad 2

4.,
5. Kepalas
5, Kepala
B
.

KPKEN di
Inspeksi

. Ketua BPK di Jaksarta.
Ditekiur PT. fBank Lampung di Telukbetung.

Bandar Lampung.

Pelayanan Pajak di Telukbetung.

Kepala Bedan Pengawas Daerah Lamoung.
Kepala BPKP perwakilan Lampung di Telukbetung.
Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.

13.Kepala Badar/Dinas/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.
ll.Himpunan surat=surat kepdtusan.

PET ITRAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan.



